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TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG
DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
DAN KEWAJIBAN PELAPORAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA
PAJAK

ABSTRAK : -bahwa untuk mengatur tata cara pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan yang
jelas dan memudahkan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu serta
penyesuaian terhadap ketentuan mengenai batas waktu kewajiban pelaporan usaha
bagi pengusaha yang memiliki jumlah peredaran bruto dan/ atau penerimaan bruto
melebihi batasan pengusaha kecil pajak pertambahan nilai untuk dikukuhkan sebagai
pengusaha kena pajak dan masa pajak untuk mulai melaksanakan hak dan
memenuhi kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai
atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak
yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Kewajiban Pelaporan Usaha untuk
Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.50,
TLN No. 3263), UU No.8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.51, TLN No0.3264)
sebagaimana telah diubah terakhir dg UU No.7 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.246,
TLN No0.6736), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No0.4916),
Perpres No.57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.116, TLN No0.4886), Permenkeu
No.68/PMK.03/2010 (BN Tahun 2010 No.146) sebagaimana telah diubah dg PMK
No.197/PMK.03/2013 ((BN Tahun 2013 No.1521), Permenkeu No.118/PMK.01/2021
(BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dg PMK
No0.135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.977).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. objek dan subjek
pajak; b. tata cara pemberitahuan Wajib Pajak yang memilih dikenai Pajak
Penghasilan Berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan; c. tata cara
penghitungan Pajak Penghasilan; d. tata cara penyetoran, pemotongan atau
pemungutan, dan pelaporan; e. tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan
Surat Keterangan; f. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25; dan g. kewajiban
pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023 dan diundangkan
pada tanggal 29 Desember 2023
- Batang Tubuh hal. 1-23, Lampiran hal. 24-47.



